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Abstrak
 

Kepailitan dan insolvensi adalah dua istilah yang berbeda secara definitif dan saling berkaitan dalam hukum

kepailitan. Skripsi ini membahas tentang konsep insolvensi yang berlaku dalam hukum kepailitan secara

universal terhadap Undang-Undang Kepailitan yang berlaku di Indonesia, sebab Undang-Undang Kepailitan

Indonesia tidak menganut prinsip insolvensi. Oleh karena itu, untuk memahami apa yang dimaksud dengan

konsep insolvensi itu sendiri, perlu dipelajari pengaturannya dalam hukum kepailitan di beberapa negara,

skripsi ini akan membahas konsep insolvensi di Amerika Serikat, Perancis, dan Belanda. Berkaitan dengan

konsep insolvensi, tahun 2020 lalu Pemerintah baru saja membentuk suatu lembaga investasi Pemerintah

Pusat yaitu Lembaga Pengelola Investasi bersamaan dengan diundangkannya Undang-Undang No. 11

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lebih lanjut, pengaturan Lembaga Pengelola Investasi diatur dalam

Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi. Pasal 72 ayat (2) Peraturan

Pemerintah No. 74 Tahun 2020 menyatakan bahwa Lembaga Pengelola Investasi tidak dapat dipailitkan,

kecuali dapat dibuktikan dalam keadaan insolven melalui  insolvency test . Metode yang digunakan dalam

penelitian skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian skripsi ini merupakan penelitian

kepustakaan yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif analitis, hasil dari penelitian ini menemukan

fakta bahwa ketentuan insolvency test pada kepailitan Lembaga Pengelola Investasi tidak selaras dengan

Undang-Undang Kepailitan yang berlaku di Indonesia. Ketidakselarasan ketentuan insolvency test yang

diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2020 tersebut mengakibatkan disharmonisasi hukum

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

......Bankruptcy and insolvency are two different terms that are definitively different and interrelated in

bankruptcy law. This thesis discusses the concept of insolvency that applies universally compared to the

Indonesian Bankruptcy Law, because the Indonesian Bankruptcy Law does not adhere to the principle of

insolvency. Hence, to understand the concept of insolvency itself, it is necessary to learn the arrangements in

several countries, this thesis will also discusses the concept of insolvency in the United States, France, and

the Netherlands. In relation to the concept of insolvency, in 2020 the Government of Indonesia had formed

an Indonesia Sovereign Wealth Fund namely Lembaga Pengelola Investasi in accordance with the

enactment of Law No. 11 Year 2020 on Job Creation. Furthermore, the implementation of Lembaga

Pengelola Investasi is regulated in Government Regulation No. 74 Year 2020 on Lembaga Pengelola

Investasi. Article 72 paragraph (2) Government Regulation on Lembaga Pengelola Investasi states that

Lembaga Pengelola Investasi can not be bankrupt, unless proven in a state of insolvent through an

insolvency test. The method used in this thesis research is normative juridical research. This thesis research

is a literature research that delivers descriptive analytical research typology. This thesis concludes that the
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provision of the insolvency test on Lembaga Pengelola Investasi is not harmonized with the Bankruptcy

Law applicable in Indonesia. Inconsistency in the provision of insolvency test regulated in Government

Regulation No. 74 Year 2020 has resulted in law disharmony in the applicable laws and regulations.


